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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari beberapa yang ada sebelumnya maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa pengiriman barang, dalam hal 

ini Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia 

(Persero) Magersari Sidoarjo adalah pemberian ganti rugi atas setiap 

kerusakan, keterlambatan, atau bahkan kehilangan barang kiriman. Ganti 

rugi ini hanya untuk pembayaran di atas Rp. 300.000,- dalam satu faktur. 

Pihak Pos juga memberikan kesempatan kepada para pengguna jasa pos 

untuk menyampaikan keluhan dan pendapatnya melalui customer service 

maupun via call center.  

2. Dalam analisis hukum islam, tanggung jawab pelaku usaha, dalam 

hal ini PT. Pos Indonesia Persero Magersari Sidoarjo, tidak 

sepenuhnya sesuai dengan konsep ijarah, terutama berkenaan dengan 

batas minimal akad yang mendapat ganti rugi. Hal  ini juga senada 

jika dianalisis berdasakan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen (UUPK). Pasal 19 UUPK menyebutkan 

bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan dan kerugian konsumen, namun dalam prakteknya pihak 

Pos hanya akan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan 

pembayaran diatas Rp. 300.000,- dalam satu faktur. Dalam 
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pengaturan pemberian ganti rugi yang dibuat oleh pihak Pos masih 

terdapat kekeliruan sehingga terdapat pengguna jasa yang merasa 

dirugikan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saranm 

sebagai berikut: 

1. Pihak pos sebagai penyelenggara jasa yang masih sering digunakan 

masyarakat diharapkan dapat memberikan layanan yang dapat 

memuaskan hati para konsumennya dengan memberikan perlindungan 

hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun hokum 

Islam. Dan bagi konsumen, diharapkan untuk mengerti sedikit banyak 

tentang haknya sehingga tak ada lagi konsumen yang terus dilanggar 

haknya. 

2. Bagi pos dalam memberikan tanggung jawab seharusnya mereka 

melakukan semua tanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang 

dialami para pihak pengguna jasa pos.  


